BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NEGARA HUKUM, KEKUASAAN

KEHAKIMAN, SERTA HAKIM DAN HAKIM ADHOC

A. Tentang Negara Hukum

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum
sebagai “supreme”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib
tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas law
(above the law) semuanya ada di bawah law (under the rule of law). Dengan
kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary
power) atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)."” Esensi tersebut
berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan
manusia, teori dan pemikiran tentang negara itu pun berkembang, seperti
dikemukakan, bahwa Teori Negara Hukum ini berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia.
“Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua
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dari usia Ilmu Negara atau [Imu Kenegaraan itu sendiri”.

Negara hukum itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui
proses dan perjuangan yang panjang, dalam konteks ini Jaenal Aripin

mengemukakan, bahwa konsep negara hukum memiliki akar historis dalam

1 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang
(Perpu), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, hIm.11

' Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press,
Yogyakarta, 2001, hlm. 25
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perjuangan menegakkan demokrasi, karena pengertian negara hukum kerap

dijadikan suatu istilah, yaitu konsep negara hukum yang demokratis.

Permikiran tentang negara dan hukum, seperti dikemukan oleh
Syaiful Bakhri dimulai sejak abad kelima sebelum Masehi. Pandangan baru
itu, dipaparkan dengan indahnya oleh Agustinus, dengan ungkapan bahwa
peradaban Yunani yang telah runtuh dilukiskan sebagai surgawi, untuk
memuliakan diri. Pada abad itu setiap penggagas hukum modern menginsyafi,
bahwa pandangan negara yang timbul dalam Negara adalah suatu pendapat
umum, dengan kebebasan pribadi, dengan adanya ikatan kesusilaan yang erat
dalam lingkungan masyarakat.'® “Cita negara hukum itu untuk pertama sekali
dikemukakan oleh Plato'” dan pemikiran itu kemudian dipertegas oleh
Aristoteles. Plato sebagai pemikir besar meninggalkan banyak karya ilmiyah
“Dari banyak karya ilmiahnya tersebut paling sedikit ada tiga buah karya
yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan, yaitu : Politea (the
Republica), yang ditulisnya ketika ia masih muda; kedua, Politicos (the

Statement); dan ketiga, Nomoi (the Law)."®

Buku-buku Plato tersebut berisikan ide dan keinginannya yang luhur
untuk membantu dan melepaskan rakyat dan masyarakatnya yang tertindas

dari kesewenang-wenangan penguasa yang haus akan kekuasaan, harta dan

'3 Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2008, him. 88-89
' Syaiful Bakhri, Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern, Total Media,
Jakarta, 2010, hlm. 132-134
17" Azhari, Negara Hukum Indonesia, Universitas Indonesia (UI-Press), 1995, hlm. 19
menylegbutkan, bahwa Plato dilahirkan di Atena pada tahun 429 SM dan meninggal dunia 347 SM
1bid
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gila hormat. Plato berpendapat, bahwa agar negara menjadi baik, negara harus
dipimpin oleh filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, yang
menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi, seperti dikemukakannya
dalam buku Politeia. Filosoflah yang paling mengetahui mengenai apa yang
baik bagi semua orang, dan apa yang buruk yang harus dihindari. Karena itu
kepada filosoflah pimpinan negara dipercayakan, tidak usah dikhawatirkan
bahwa ia akan menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya.
Namun cita negara ideal yang diimpikan Plato tersebut tidak berhasil, karena
tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan
kepentingan pribadi. Buku kedua yang berjudul Politicos, mengemukakan

perlu adanya hukum untuk mengatur warga negara. "

Dalam buku kedua itu Plato berpendapat, bahwa yang perlu diatur
dengan hukum itu hanyalah warga negara, sementara penguasa tidak perlu
lagi diatur, karena penguasa itu adalah orang arif bijaksana sebagai seorang
filasof. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat yang diungkapkan oleh Azhari,
yang manyatakan, bahwa adanya hukum untuk mengatur warga negara,
sekali lagi hanya untuk warga negara saja, karena hukum yang dibuat oleh

manusia tentu tidak berlaku bagi penguasa itu sendiri.”’

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selanjutnya Plato
berpendapat, bahwa filosof pun masih manusia biasa, sebagai jalan keluar
dari yang belum bisa dikemukakan oleh buku pertama, buku kedua ini

menganggap pula, bahwa warga negara yang harus diatur dengan hukum,

1 Ibid, hlm. 19-20
2 Ibid, hlm. 20
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penguasa ‘yang membuat peraturan’ tidak perlu diatur dengan hukum. Buku
ketiga dengan judul Nomoi, Plato menekankan, bahwa penguasa pun harus
juga diatur dengan hukum. Ide negara yang dirintis oleh Plato yang dimuat
dalam Nomoi dilanjutkan oleh Aristoteles (murid Plato). Aristoteles meneliti
158 konstitusi dari negara-negara Yunani, kemudian hasil penelitian itu
dituangkan dalam Buku IV dari Politiea, dan baru ditemukan pada tahun
1891. Gagasan untuk mencegah timbulnya negara absolut dan untuk
menjamin kehidupan civil society. “Locke berbicara mengenai peran strategis
konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara yang dibayangkannya.
Konstitusi ini mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pembatasan

prinsipil kekuasaan negara.”!

Sejarah klasik mengungkapkan, bahwa terdapat dua perkataan yang
berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu
dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio
yang juga berkaitan dengan kata jus Jimly mengemukakan,  bahwa
berdasarkan pendapat Cato dapat dipahami secara lebih pasti bahwa
konsititusi republik bukanlah hasil kerja satu orang melainkan kerja kolektif
dan akumulatif. Oleh karena itu, dari sudut etimologi, konsep mengenai
konstitusi dan konstitusioalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam
perkembangan pengertian dan penggunaan perkataan politeia dalam bahasa

Yunani dan perkataan constitutio dalam bahasa Latin, serta hubungan di

2 Juhaya, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 133
2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2010, hlm. 1
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antara keduanya satu sama lain di sepanjang sejarah pemikiran maupun
pengalaman praktik kehidupan kenegaraan dan hukum. Perkembangan itulah
yang pada akhirnya mengantarkan perumusan perkataan constitution itu
dalam bahasa Inggris modern seperti yang tergambar dalam Kamus Bahasa
Inggris. Pengertian ‘constitution’ yang demikian itu, dianggap mendahului
dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. 4
Constitution, kata Thomas Paine, “is not the act of government but of people
constituting a government”. Konstitusi disebut mendahului, bukan karena
urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang superior dan

kewenangannya untuk mengikat.”

13

Teori trias politika ini dikemukakan oleh John Locke “... sebagai
kritikan atas kekuasaan absolut raja-raja Stuart serta untuk membenarkan
Revolusi Gemilang pada tahun 1688 (the Glorious Revolution of 1688) yang
telah dimenangkan (pembuatan undang-undang oleh parlemen Inggeris)”.24
Pemikiran John Locke yang dituangkan dalam bukunya Two Treaties of
Government, menyatakan, bahwa kekuasaan negara dibedakan atas tiga
macam: legeslatif power (membuat Undang-undang); executive power
(melaksanakan Undang-undang); dan federative power (kekuasaan untuk
melakukan hubungan diplomatik dengan asing). Ide tersebut beberapa puluh
tahun kemudian dikembangkan oleh Montesquieu, sebagai dimuat dalam

buku L’Espirit des Lois (The Spirit of Laws). Dikemukakan, bahwa

Montesquieu mengutarakan kekhawatirannya terhadap adanya penyimpangan

3 Ibid, hlm. 4-5
2* Ibid, hlm. 67
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atas prinsip-prinsip pemerintahan, kebenaran, dan hukum, yang disebabkan
oleh para pemimpin yang tidak dapat melaksanakan kebijakan negara dan
cenderung bersifat otoriter, bila semua kekuasaan di bawah kewenangannya.
Di sinilah kerisauan Montesquieu sehingga dia merumuskan the seperation of
power. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh
dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di
lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut adalah
lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang
berwenang menyelenggarakan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan
rakyat (DPR untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan

kekuasaan legislatif. >

Montesquieu merumuskan suatu pembagian kekuasaan yang dikenal
dengan istilah teori trias politika. Prinsip trias politika membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)

dan berada dalam perangkaat yang sejajar satu sama lain.”’

Pemisahan kekuasaan ‘yang’diperkenalkan oleh Montesquieu ‘itu
adalah’ kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan juga legeslatif, kata Montesquieu,

kekuasaan tidak boleh di satu tangan karena berpotensi menumbuhkan tirani.

» Edi Rosman, Kekerasan dalam Rumah T. angga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
(Studi Komparatif Tentang Hakikat Pidana dan Pemidanaan dalam Kerangka Pembaruan Hukum
Pidana Indonesia).Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2012,
hlm. 62.

%6 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Op.Cit, him. 133
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Montesquieu menjawab Sang Raja Louis XIV, yang konon bersabda “L Etat,
¢’est moi.”*’ ”Tujuan Montesquieu semula agar seluruh kekuasaan negara itu
tidak dikuasai oleh satu orang yang akan menyebabkan otoriter. Namun,
pemisahan yang tajam antara ketiga kekuasaan itu juga bisa menyebabkan

. L . 28
otoriter di bidang masing-masing.”

Pendapat Locke dan Montesquieu ada perbedaan di samping ada
persamaan, seperti dikemukakan Sumali mengatakan, bahwa jika
dikomparasikan antara konsep Locke dengan Montesquieu, terlihat perbedaan
antara lain: (a) kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup
kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan Undang-
undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan
kekuasaan yang bediri sendiri; (b) Menurut Montesquieu, kekuasaan
eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar
negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif

harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Pembagian kekuasaan seperti dikemukakan di atas, baik yang
dikemukakan oleh konsep Locke maupun konsep Montesquieu tidak
dilaksanakan secara murni sekarang ini, namun yang pasti kekuasaan negara
modern tidak lagi dipegang secara penuh oleh satu pihak. Konsep negara
hukum selanjutnya yang masih berpengaruh dan ikut mewarnai negara-negara

modern sampai saat ini adalah konsep Friedrich Julius Stahl yang

?7 Haryo Damardono, Sisi Lain Senayan Serang Balik, Harian Umum Kompas, Jumat, 25
Oktober 2013, him. 2
28 Diana Halim Kuncoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.29
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mengajarkan, bahwa tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi
berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial
dan budaya. Konsep seperti ini dikenal dengan istilah Welvaarstaat atau

- 29
negara kesejahteraan.

Konsep Stahl tentang negara hukum tersebut ditandai oleh empat

unsur pokok, yaitu :

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia;

b. Negara didasarkan pada teori trias politika (pemisahan kekuasaan);

c. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-
undang (wetmatig bestuur),

d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus
melanggar hukum oleh pemerintah.*

Negara hukum sebagaimana dikemukakan dalam uraian terdahulu
adalah negara yang berdasarkan hukum. Sudargo Gautama mengatakan,
bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara
terhadap perorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang
terhadap warganya. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh
hukum.’' Ada suatu prinsip yang terkenal dalam negara hukum yaitu semua
orang sama di hadapan hukum (all aqual before the law). Tidak seorang pun
yang kebal terhadap hukum termasuk penguasa negara pun tidak kebal

33

terhadap hukum. berarti bahwa setiap warga negara mempunyai

% Juhaya S. Praja, Op.Cit, him. 134
* Ibid, him. 135
3! Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3
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kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh

penguasa’.

Istilah negara hukum di Indonesia, sering diterjemahkan rechtstaats
atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem
hukum Eropah Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad
ke 17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh
absolutisme raja.*> Paham rechistaats ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum
Eropa Barat Kontinental, seperti Immanual Kant (1724-1804) dan Friedrichc
Julius Stahl.* Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin
kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.”* Bahder Johan
mengemukakan, bahwa ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari

ide dasar tentang rechtsstaat di mana syarat-syarat utamanya terdiri dari :

a. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas
dasar peraturan perundang-undangan;

b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan
negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan;

c. Hak-hak dasar, merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan

sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;

32 Juhaya S. Praja, Op.Cit, hlm.

3 Ibid, lihat juga Miriam Budiardjo, Dasar—dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1988, hlm. 57

3 Syaiful Bakhri, Op-Cit, hlm. 141
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d. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji
keabsahan tindak pemerintah.*
Empat unsur Negara Hukum itu diungkapkan oleh Syaiful Bakhri

dengan ungkapan lain, yang mengatakan, bahwa rechtstaat adalah :

a. Perlindungan hak asasi manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.37

Pemakaian istilah yang berbeda dalam unsur-unsur negara hukum

yang diungkapkan tersebut tidak menimbulkan perbedaan makna, hanya
perbedaan istilah, intinya adalah bahwa di dalam Negara Hukum diperlukan
syarat-syarat yang unsur-unsur tertentu, yakni adanya pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia. Pemisahan kekuasaan. Pemerintahan harus berdasar
undang-undang. Serta adanya peradilan administrasi. Dicey sebagaimana
dikutip oleh Jaenal Aripin mengemukakan, bahwa ada tiga ciri yang

terpenting dari prinsip rule of law, yaitu:

a. Supremasi hukum, dari regular law untuk menentang pengaruh arbitrary
power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau

discretionery authority yang luas dari pemerintah;

3¢ Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung,
2011, hlm. 75

37 Syaiful Bakhri, Syaiful Bakhri, IImu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern,
Total Media, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah,
Jakarta, 2010, hlm. 133
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b. Persamaan di hadapan hukum, (equality before the law) dari semua
golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh
ordinary court, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas
hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk
menaati hukum yang sama;

c. Konstitusi adalah hasil dari ordinary law of the land, bahwa hukum
konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak
individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya
prinsip-prinsp hukum privat melalui tindakan peradilan.*®

Ciri khusus yang melekat dalam negara hukum menjunjung tinggi
hak asasi manusia, Baharuddin Lopa mengutip dari Jan Materson dari Komisi
PBB yang menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup
sebagai manusia.”’  Ciri negara hukum diungkapkan antara lain oleh Ahmad
Sukardja dalam tulisannya yang mengatakan, bahwa dalam sebuah negara
hukum, ada ciri khusus yang melekat pada negara hukum tersebut, yaitu
menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat

antara satu dengan yang lainnya di samping berpegang teguh kepada aturan-

3% Jaenal Aripin, Op.Cit, hlm. 88, lihat juga HLM. Irianto A. Baso Ence, Negara Hukum &
Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan mahkamah
Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2008, mengungkapkan dengan pemakaian angka (1) ganti huruf
a. dan tambahan dalam kurung setelah supermasi hukum (supremacy of law), hlm. 4

%9 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Op.Cit, hlm. 281, lihat juga Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia, Dana
Bakthi Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 52
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aturan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga

negaranya tanpa ada perkecualian.*’

Kaitannya dengan konsep Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman
yang dijalankan oleh lembaga Peradilan termasuk dalam hal ini adalah hakim,
merupakan wujud peran Negara yang menjalankan kekuasaan Negara di
bidang yudisial atau kehakiman.* Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, Hakim adalah Hakim
pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan
hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan
tersebut. Hakim yang dimaksud Undang-Undang adalah semua Hakim yang
bekerja di Mahkamah Agung serta yang berada di bawah lembaga Mahkamah
Agung yaitu lingkup peradilan umum, militer, agama, tata usaha Negara dan

hakim pada peradilan khusus.

“ Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945, Kajian
Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012,hlm. 15

1 Jimly ,asshidigie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT Bhuana Ilmu Populer,
Jakarta, 2007, hlm. 542.
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B. Kekuasaan Kehakiman
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman Diatur Dalam Bab IX, Pasal 24 UUD 45,
yang menyatakan bahwa : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan; dan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi; dan ketentuan Pasal 25 UUD 45 yang menyatakan
bahwa yyarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim
ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon,** kedua
pasal tersebut mengandung 3 (tiga) kaidah hukum, yaitu: kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman (peradilan) yang
berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung; susunan dan kekuasaan
kehakiman itu akan diatur lebih lanjut; syarat-syarat untuk menjadi hakim,
demikian pula pemberhentiannya juga akan diatur lebih lanjut.

Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar
1945 dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung
dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang

kedudukan para hakim.” Dari penjelasan tersebut nyatalah bahwa

2 Philipus M. Hadjon Et. Al : Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (intoduction
To The Indonesian Administrative Law) Cet. Ketujuh, Gajah Mada uniiversity Press, Bandung
201, hal 293
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kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak

dapat dipengaruhi oleh pemerintah.

2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan
yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh
UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang
bebas dan merdeka (the independent of judiciary). Independensi peradilan
mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan
bebasdari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan
eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam
masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun
para pihak yang berperkara.*

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang
sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR
RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan
dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai
Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-
fungsi judikatif dan eksekutif. Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan
yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

* Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim (Sebuah
Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana), Alfabeta, Bandung,
2013, him. 3-4.
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai
penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan
kehakiman (judikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman
adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris,
administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang
disebut Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang

yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami
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perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar
sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih
rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan
kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti
dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik
Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya
yaitu : lingkungan peradilan umum; lingkungan peradilan agama;

lingkungan peradilan militer; dan lingkungan peradilan tata usaha negara,
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serta oleh Mahkamh Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor

49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggarannya
diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dalam Pasal 24
Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan kehakiman yang merdeka
yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan dalam
penyelenggaraannya dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula Mahkamah Agung
merupakan Peradilaan Negara tertinggi, penyelenggraan kekuasaan
kehakiman oleh badan peradilan memiliki beberapa prinsip atau azas yang
antara lain berbunyi sebagai berikut:

a. azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan bahwa
hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

b. peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan
negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat
kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang
terdapat dalam rechtsidee untuk diwujudkan dalam suatu keputusan

hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara
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hukum yang juga individual konkret.* Dengan perkataan lain, kekuasaan
kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk
menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-
individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan
hukum dasar negara.* Dengan demikian dalam sistem hukum nasional
yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret
hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal
demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan
dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara,
tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa

antara warga negara dan pemerintah.*®

3. Konsep Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa
kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-
rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan
dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general principles
of proper justice), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau

hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya

* Moh. Koesnoe, Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966, Varia Peradilan,
No.143 Tahun XII, h.138

* Paulus Effendie Lotulung, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks
Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungan Jawab Politik, dalam Seminar Hukum Nasional Ke-
VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, 1999,
hlm.156-170.

* Sunaryati Hartono, 1982, Apakah The Rule of Law Itu ?, Bandung: Alumni, h.45
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hukum.”’Dengan  demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah
keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa
yang individual konkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan
kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi
wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat
diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa
dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret
yang diajukan kepadanya, maka kekuasaan kehakiman terikat pada
peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yang disebut Hukum Acara.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan
hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan
kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum
material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum
penyelenggaraan peradilan yang baik (general principles of proper
Jjustice).

Dengan kata lain, kekuasaan peradilan terikat pada aturan hukum
material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni hukum
acara. Dengan demikian aturan hukum material dan peraturan-peraturan

yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap

4 UU No.4 Tahun 2004, Bab II Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 10 s/d Pasal 26. Asas
umum penyelenggaraan peradilan yang baik, yaitu asas kebebasan; asas larangan menolak
memeriksa dan mengadili perkara; asas hakim aktif; asas kesamaan; asas penyelesaian perkara
secara tuntas, dan asas pengawasan peradilan; (kesimpulan seminar “Pemberdayaan dan
tanggungjawab Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman
yang mandiri”, diselenggarakan oleh IKAHI, tanggal 22 Maret 2000 di Jakarta, Varia Peradilan,
No.178, Juli 2000, hal.118.
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kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses
peradilan.

Sebagai salah satu kekuasaan Negara yang merdeka yaitu
kekuasaan  yudikatif, kekuasaan kehakiman ~mempunyai misi
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan
sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi
martabat kemanusiaan. Untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk mewujudkan cita-
cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 24 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. = Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal
ini bisa dilihat dalam Basic Principles On Independence of The Judiciary,
yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29
Nopember 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Juga bisa
dilihat pada Beijing Statement Of Principles Of The Independence The
Law Asia Region Of The Judiciary di Manila tanggal 28 Agustus 1997,
dimana didalamnya ditegaskan bahwa: kehakiman merupakan institusi
nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat; dan kemerdekaan hakim
mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya

atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari
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manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki
yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN, peradilan militer, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian ketentuan yang terdapat
dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang
merdeka telah diadakan perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970
tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999
tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970 yang diganti dengan UU No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang terakhir UU No. 4
Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Salah satu inti dari UU No. 4 tahun 2004 adalah pelaksanaan
prinsip satu atap (one roof system) terhadap lembaga peradilan baik itu
terkait dengan kelembagaan maupun tehnis administrasi dan finansial
peradilan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.
Adapun alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas UU No. 4
Tahun 204 menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman
adalah karena UU No. 4 Tahun 2004 belum mengatur secara komprehensif

tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut
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untuk  memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan

mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system).

Di samping itu juga untuk memenuhi putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah
membatalkan pasal 34 UU No. 4 Tahun 2004. Putusan MK tersebut juga
telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim
dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Adapaun hal-hal penting yang ada dalam UU No. 48 Tahun 2009,
antara lain sebagai berikut: **

1 Mereformulasi dan mereposisi sistematika UU No. 4 Tahun 2004
terkait dengan pengaturan secara komprehensif subtansi UU No. 48
Tahun 2009, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;

2 Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan pada
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

3 Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim
dan hakim konstitusi;

4 Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempuyai kewenangan
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya
dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung;

* Pendapat akhir presiden yang diwakili menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap
RUU tentang Kekuasaan Kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) dihadapan
sidang paripurna DPR RI tertanggal 29 September 2009.
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5 Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan
memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;

6 Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan;

7 Pengaturan umum mengenai bantuan umum bagi pencari keadilan yang
tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap
pengadilan;

8 Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara;
dan

9 Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan
hakim dan hakim konstitusi.

Harapannya dengan disahkannya beberapa UU baru tersebut tidak
ada lagi tekanan-tekanan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman (hakim)
dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara. Pada
akhirnya dengan sistem seperti itu independensi dan kemerdekaan
kekuasaan kehakiman menjadi lebih terjamin.

Menurut Prof. Dr. Muchsin, SH. pada masa lalu independensi
kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu

independen normatif dan independen empiris. Dari dua macam ini dalam
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prakteknya saling berkaitan satu sama lain, sehingga dilapangan muncul

beberapa bentuk independensi sebagai berikut: *

1 Secara normatif independen dan realitanya juga independen. Disini
antara ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dengan
kenyataan yang ada di lapangan kekuasaan kehakiman sama-sama
independen. Bentuk ini merupakan bentuk ideal yang seharusnya terjadi
pada sebuah negara hukum;

2 Secara normatif tidak independen dan realitanya juga tidak independen.
Di indonesia, model ini pernah terjadi pada tahun 1964 ketika uu no 19
tahun 1964 disahkan, dimana pada pasal 19 nya disebutkan bahwa
presiden dapat turut atau campur tangan dalam masalah pengadilan dan
realitanya dilapangan hal itu terjadi. Model ini merupakan terburuk dari
model kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman tidak
merdeka dan tidak independen;

3 Secara normatif independen, akan tetapi realitanya tidak independen. Di
indonesia, model ini pernah terjadi pada masa orde baru dimana dalam
peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan kekuasaan
kehakiman itu merdeka dan independen akan tetapi pada kenyataan
dilapangan para hakim dan pelaku kekuasaan kehakiman sering
mendapat intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial lainnya.

Lebih jauh lagi Jimly Asshiddigie, mengkonsepsikan

independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian:

* Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, Jakarta, STIH
IBLAM, 2004, him. 10.
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1. Structural independence, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat
dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti
eksekutif dan yudikatif.

2. Functional independence, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan
pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra
yudisial.

3. Financial independence, yaitu independensi dilihat dari segi
kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat
menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi. >°

Dari ketiga pengertian independen tersebut, independensi
kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 4
Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman,
telah mecakup independensi dalam pengertian structural independence
dan functional independence, cuma untuk financial independence belum
sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang
notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

Komponen peraturan perundang-undangan di Indonesia telah
diadakan banyak perubahan, baik itu dalam UUD 1945 yang merupakan
konstitusi dasar negara maupun UU tentang kekuasaan kehakiman serta
UU tentang badan peradilan (PU, PA dan PTUN). Sedangkan komponen

aparat penegak hukum merupakan dari pelaksanaan penagakan hukum.

50

Jimly Asshiddiqgie dalam Muchsin, /bid.
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Jika mereka baik, maka bisa dipastikan hukum akan tegak dengan baik,
demikian juga sebaliknya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu hakim dalam
menjalankan tugasnya banyak mendapatkan tekanan dan godaan baik dari
penguasa maupun masyarakat, namun hal itu semua terpulang pada pribadi
aparat penegak hukum, apakah memiliki keberanian moral untuk melawan
tekanan dan godaan tersebut dengan tetap berpegang teguh pada hukum
dan keadilan. Adapun komponen terakhir adalah komponen anggota
masyarakat. Komponen ini perlu diberikan sosialisai dan penyadaran
hukum sehingga mereka patuh terhadap hukum dan selalu bertindak dalam
koridor hukum, serta mampu untuk melakukan kontrol sosial terhadap

aparat penegak hukum.

C. Hakim dan Hakim Adhoc
1. Hakim

Isitilah Hakim mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu yang pertama
adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan, dan pengertian yang
kedua adalah orang yang bijak.’' Pada dasarnya tugas Hakim adalah
memberi keputusan dalam perkara atau konflik yang dihadapkan
kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari
perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik

>! Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddiegie, sebagaimana dimuat dalam H. Dudu Duswara
Machmudin, Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan, Majalah
Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251, Ikahi, Jakarta, Bulan Oktober 2006, hlm. 52.
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berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan
bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu
keputusan.

Mengacu pada Pasal 1 butir § KUHAP, dinyatakan bahwa Hakim
adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili. Sedangkan apabila mengacu pada Pasal 24 UUD
1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara
dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika
orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan
kehakiman adalah  kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkanPancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik
Indonesia. Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya
berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan
hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap
seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga
kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman
yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah
Agung dan ada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus
perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang
pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-
undang.

Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, akan tertuju pada
sosok hakim, Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam
pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim
artinya minta diadili perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai
hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan
pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli
dan orang bijaksana. Dalam menjalankan tugas yudisial, seorang hakim
dibatasi oleh undang-undang, namun bukan berarti hakim adalah corong

undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang secara kaku.”

52 Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Op., Cit, him.25.
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Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili
setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur
dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada PasallUndang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan
peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan pada
hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas tidak hanya
sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat.” Hakim dalam menjalankan jabatannya
mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu hakim tidak boleh menolak untuk
memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan
hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1
ayat (9) KUHAP), hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan
tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh
karena hakim itu dianggap mengetahui hukum Curialus Novit. Jika aturan
hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum,
jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim
sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

53 Ibid, hlm. 39.
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masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim
wajib memeprtimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa
(Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib
mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga
sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau
istrimeskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota,
jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No.
48/2009). Selanjutnya, hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang
pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh
para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP).
Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika
yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau
ditanyakan hakim.

Kemudian, sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap
pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu
didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan
atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak
boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang
pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan
kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang

untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.
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Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu
perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk
menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup
panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan
mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau
selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang
ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor
penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara,
keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya
pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta
tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam
persidangan.Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam
sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari
tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa,
mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu
hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara
pegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan dengan
suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan
Tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni
kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat
diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang

memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya
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pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelanggarakan negara hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan
berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses
peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada
tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan di
dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk
menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak
dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak
pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai
eksekusinya. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan
pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat
bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-
unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena
putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

di persidangan.

. Hakim Adhoc
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Hakim Ad Hoc
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adalah® hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan

pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Hakim Ad Hoc sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang merupakan

pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan

agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengertian

Hakim Adhoc juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan,

yaitu:

1) Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, "Hakim ad hoc" adalah hakim
yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan
profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita
negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan,
memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia;

2) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, “Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa
Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat
menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota”;

3) Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, “Yang dimaksud dengan "hakim ad hoc" adalah

seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain,
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perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan,
dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan”;

4) Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, “Hakim Ad-Hoc adalah
Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-
Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha”;

5) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “Hakim ad hoc adalah seseorang
yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi”;

6) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, “Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang”.

7) Selain itu dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan, *
Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan
dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang

menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan
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tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan,
perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah”

Kewenangan Hakim Ad Hoc sendiri telah ditunjukkan dalam
Peraturan Perundang-undangan yaitu memiliki kewajiban melaksanakan
KekuasaanKehakiman sebagai bagian yang berada di bawah MA.
Perbedaan Hakim dengan Hakim Ad Hoc sendiri terdapat pada wilayah
peradilan yang memutus perkara. Hakim karier mencakup semua peradilan
di bawah MA sedangkan Hakim Ad Hoc hanya peradilan khusus sesuai
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hakim Ad Hoc.

Dengan demikian ada kekhususan sendiri untuk Hakim Ad Hoc
dalam menjalankan tugas sebagai salah satu penegak hukum di lembaga
peradilan. Hakim karier dan Hakim Ad Hoc memiliki hak yang sama
karena hakim karier dan Hakim Ad Hoc samasama berada di lingkup
peradilan dibawah MA dan merupakan pejabat negara.

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi
adalah Pejabat Negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur
oleh Undang-Undang. Pejabat Negara yang dimaksud termasuk Hakim Ad
Hoc yang merupakan bagian dari hakim sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sebagai pejabat Negara memiliki kedudukan yang penting

dalam tatanan peradilan. Maka dari itu ketentuan tentang hakim telah
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diatur dalam Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang mengawasi hakim

sebagai profesi yang didalamnya juga termasuk Hakim Ad Hoc.



